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Abstrak

Kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengembangkan
generasi bangsa yang baik. Oleh karena itu fasilitas medis di Indonesia harus di fasiltasi dengan
berbagi hal yang sesuai standart yang berlaku agar terhindar dari kegagalan dalam pengobatan
atau malpraktik dalam hal ini pemerintah Indonesia melindungi dan menindak tegas bagi pelaku
medis yang melakukan tindakkan malpraktik karena bisa membahayakan nyawa manusia dengan
adanya ketentuan hukum terkait tindakkan mal praktik dan manusia sebagai subjeck hukum jika
melanggar hukumakan melaksanakan kewajiban hukum atas tindakkan berupa sanksi pidana
maupun perdata sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sebagai pemenuhankewajibannya
kepada negara. Dalam penelitian ini membahas terkait mal praktik yang terjadi di RS Kabanjahe
tanggal 28 juli 2011 pada awal kejadiannya orang tua korban membawa korban ke IGD bertemu
dengan dr. Sri Alemina Br Ginting Sp.A (Tergugat I) di RSU Kabanjahe dengan keluhan korban
panas hingga suhu tubuh yang tinggi dan mengalami bercak putih pada mulutnya yang
mengakibatkan susah makan dan di diagnosis kurang giji dan dirujuk ke RS. Serasi dan
mendapatkan tindakkan yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi terkait prosedur tindakkan
yang bisa membahayakan dan berakibat meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan deskkriktif dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif
berdasarkan sumber data skunder yang diambil dari studi kasus putusan pengadilan dan undang-
undang dengan anaslisis menggunakan bahan hukum terkait. Hasil dari penelitian ini membahas
tekait anlisa hukum terhadap tanggung jawab hukum perdat dalam perlindungan pasien terhadap
diagnosis dokter mengakibtakan meninggal dunia dimana dalam tindak kan tersbut para pihak
dengan sangat jelas melanggar ketentuan dan PP. No 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
pasal 22 ayat 1 ¢, Pemenkes No. 585/89 Pasal 5 ayat 1 dan UU No 44 Tahun 2009, dan akibat yang
telah diperbuat oleh tergugat [ korban meninggal dunia.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara
yang bergerak dan menjalankan kegiatan
operasional negaranya berdasarkan
asas-asas dan ketentuan ketentuan
hukum, hukum yang merukan sebuah
sistem bagi suatu negara menandakan
sebuah negara tidak bisa berjalan
dengan baik tanpa di isi dan diwadahi
dengan sistem hukum negara yang baik
juga, pada umunya hukum disebut
sebagai hukum karena di dalam nya ada
sebuah peraturan yang harus mengikat
suatu subjek, dan subjek darisuatu
hukum adalah suatu subjekjuga yang
mengisi sebuah negara.

Subjek hukum secara sederhana
dapat diartikan sebagai segala sesuatu
yang menyandang hak dan kewajiban
Subjek hukum memiliki kedudukan dan
peranan yang sangat penting di dalam
bidang hukum. Beberapa tahun ini
terkahir banyak sekali kejadian dan
dibahas di khalayak  Masyarakat
bahwasanya adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh praktik tenaga kesehatan
baik itu dokter dan rumahsakit maupun
tenaga medis lainnya, sehingga sering
ditemukan  bahwa  pasien yang
mengalami kerugian yang dimulai dari
kerugian materil sampai kepada
kegagalan fisik atau cacat hingga
berujung kematian setelah mendapatkan
penanganan medis yang dilakukan oleh
pihak dokter dan rumah sakit.

Kegagalan yang dilakukan oleh
pihak dokter maupun rumah sakit
tersebut disebut malpraktik sehingga
pihak yang dirugikan mengajukan
keberatan dengan melayangkan tuntutan
hukum melalui gugatan ke pengadilan
atas perilaku dokter dan pihak rumah
sakit yang melakukan malpraktik.
Malpraktik adalah suatu tindakan
praktik yang buruk yang dapat diartikan
sebagai  bentuk kelalaian dalam
menjalankan  tugasnya baik yang
dilakukan secara sengaja maupun

4920

ketidaksengajaan ataupun pelanggaran
dalam bentuk etik.

Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan
memperoleh fasilitas pelayanan
kesehatan yang baik dan dengan adanya
suatu ketentuan hukum yang mengatur
prosedur kehidupan yang ada di
Indonesia maka dengan adanya hal
tersebut akan menciptakan kehidupan
yang rukun yang akan berjalan sesuai
standar ketentuan sebuah negara.
Namun adakalanya manusia sebagai
subjek hukum lalai akan ketentuan
hukum yang berlaku di suatu negara,
manusia yang pada umunya
menanggung hak dan kewajiban juga
dalam hal ini manusia sebagai subjek
hukum jika melanggar hukumakan
melaksanakan kewajiban hukum atas
tindakkan berupa sanksi pidana maupun
perdata sesuai dengan tindak pidana
yang dilakukan sebagai
pemenuhankewajibannya kepada negara

Negara tidak bisa menghindar
dari tindak pidana yang merugikan
korban malapraktik. Tentu saja, pasien
memiliki hak untuk menuntut keadilan.
Pasien yang menjadi korban malapraktik
dapat menuntut ganti rugi atau meminta
pertanggungjawaban dari dokter yang
terlibat. Tuntutan tersebut dapat berupa
gugatan ganti rugi dalam ranah perdata,
dan dalam konteks hukum administrasi,
dapat mengakibatkan pencabutan izin
usaha atau status badan hukum bagi
rumah sakit. Kelalaian dan kecerobohan
dalam  pelayanan medis dapat
menyebabkan malapraktik serta
merugikan kedua belah pihak.

Korban tersebut Bernama Riski
Gintig seorang balita yang berumur 3
bulan yang merupakan anak dari
penggugat yang lahir di RSU Kabanjahe
tanggal 28 juli 2011 pada awal
kejadiannya orang tua korban membawa
korban ke IGD bertemu dengan dr. Sri
Alemina Br Ginting Sp.A ( Tergugat I) di
RSU Kabanjahe dengan keluhan korban
panas hingga suhu tubuh yang tinggi dan
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mengalami bercak putih pada mulutnya
yang mengakibatkan susah makan.
Kemudian dokter tersebut memberikan
oxygen yang dipasangkan melalui selang
oxygen ke hidung korban dan kemudian
melalui rujukan tersebut dokter tersebut
tidak bisa menangani korban dan harus
dibawa ke RSU Serasi di tempat teman
dokter tersebut berada agar segera
ditangani, setibanya di rumah sakit
korban di pasang infus dan NGT dan
pernyataan yang diberikan oleh dokter
tersebut menyatakan bahwa anak
tersebut mengalami gizi buruk dan
menyuruh orang tua korban agar
membelli obat-obatan sesuai dengan
resep yang telah ditulis oleh dokter yang
berstatus tergugat.

Korban tersebut diharuskan
untuk  dilakukan pemeriksaan di
laboratorium dari hasil pemeriksaan
tergugat 1 bahwasanya korban harus
transfuse darah PRC akan tetapi tergugat
I tidak ada menerangkan tentang
prosedur dan penjelasan mengenai
transfuse tersebut kepada penggugat,
oleh karena itu apa yang telah dilakukan
oleh tergugat sudah bertentangan
dengan PP. No 32 tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan pasal 22 ayat 1 c,
Pemenkes No. 585/89 Pasal 5 ayat 1 dan
UU No 44 Tahun 2009, dan akibat yang
telah diperbuat oleh tergugat I korban
meninggal dunia.

Dengan demikian dari latar
belakang terkait pembahasan di atas
maka penulis dalam penelitian ini akan
menuliskan keterkaitan dan kesesuaian
hukum terhadap studi kasus dalam
putusan pengadilan Nomor.
33/PDT.G/2015/PT.MDN) terhadap
Undang Nomor 44 Tahun 2009 dengan
atas penetapan sanksi atas perkara
tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang
masalah di atas, perumusan masalah
yang menjadi dasar pembahasan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah Struktur atau
Mekanisme terhadap tenaga

medis yang melakukan
malpraktik dan tidak
bertanggungjawab atas

kematian korban?

2. Bagaimana pertanggung
jawaban perdata yang harus
ditanggung oleh tenaga medis
dan rumah sakit yang telah

melakukan malpraktik
tersebut ?
3. Bagaimana kesesuaian

Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2009 dengan atas
penerapan sanksi perdata
yang diberkan oleh hakim
melalui putusan
(Nomor:33/PDT.G/2015/PT.
MDN) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang
telah di jelaskan di atas maka dapat di
simpulkan tujuan dari penelitian ini
sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengetahui
struktur dan mekanisme yang
dikerjakan oleh tenaga medis
dan pihak rumah sakit kepada
pasien selaku penyedia jasa
medis

2. Mengetahui pertanggung
jawaban hukum perdata yang
harus dijalankan oleh dokter
dan pihak rumah sakit
sebagai tenaga medis yang
telah melakukan malpraktik

tersebut

3. Mengetahui kesesuaian
penerapan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 atas
penerapan sanksi perdata
yang diberikan oleh Hakim
atas malpraktik yang

dilakukan oleh dokter dan
rumah sakit melalui Putusan
(Nomor :
33/PDT.G/2015/PT.MDN)
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriktif
yang mana bertujuan untuk

mendapatkan informasi dan data yang
konkrit terkait analisis hukum atas
sanksi yang diterapkan terhadap
malpraktik yang dilakukan oleh dokter
dan Pihak Rumah Sakit yang merupakan
pembahasan pada penelitian ini. Jenis
penelitian pada Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan metode
pendekatan yuridis normatif yang
berupa Analisis yang bertujuan untuk
mengetahui analisis terhadap hukum
atas sanksi yang tepat dalam
menjatuhkan hukum pelaku malpraktik
yang merugikan korban oleh Dokter dan
pihak Rumah Sakit menurut ketentuan
hukum terkait. Metode analisis data yang
di lakukan dalam penulisan penelitian in
adalah metode analisis bahan hukum dan
menggunakan analisis deduktif, yaitu
melihat suatu permsalahan secara umum
sampai pada hal-hal yang bersifat khusus
untuk  mencapai presepsi yang
sebenarnya di maksud dalam penelitian
ini. Dalam penelitian ini metode
pengumpulan data yang di lakukan
adalah  pengumpulan data yang
dilakukan dengan studi dokumen yang
merupakan suatu metode pengumpulan
data melalui informasi yang diperoleh
dari pihak-pihak terkait sesuai dengan
studi kasus yang di angkat. Studi
dokumentasi merupakan salah satu cara
dimana penelitian kualitatif
menvisualisasikan perspektif subjek
pada penelitian ini. Jenis data pada
penelitian ini di dapat dari data skunder
yang berupa data pokok yang berkaitan
dan diperoleh secara langsung dari objek
penelitian data secara langsung melalui
data putusan perkara pengadilan, data
sekunder dalam penelitian ini adalah
pendekatan undang-undang.

HASIL

Tinjauan Umum  Hukum
Terhadap Hubungan Pasien Dengan
Dokter Dan Rumah Sakit
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Pekerja kesehatan memiliki
peran utama dalam menyelenggarakan
layanan kesehatan di rumah, bahkan di
rumah sakit, di mana kepala rumah sakit
harus menjadi seorang profesional
medis. Selain bertanggung jawab atas
tindakan medis dan pelayanan kesehatan
kepada pasien, tenaga medis juga
menempati posisi tertinggi di rumah
sakit, termasuk kepala rumah sakit yang
juga harus memiliki latar belakang
sebagai tenaga medis. Pasal 11 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan
bahwa jenis tenaga medis meliputi
dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan
dokter gigi spesialis.

Dari penjelasan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa semua pihak
yang terlibat dalam pengelolaan rumah
sakit secara menyeluruh terdiri dari
berbagai tenaga kesehatan. Hal ini sesuai
dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Undang-Undang Tenaga
Kesehatan), di mana tenaga kesehatan
dikelompokkan menjadi: tenaga medis,
tenaga  psikologi  klinis,  tenaga
keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga
kefarmasian, tenaga kesehatan
masyarakat, dan tenaga Kkesehatan
lainnya.

1. Tinjauan Umum Hukum
Terhadap Hubungan Pasien

Dengan Dokter
Dalam konteks hukum,
hubungan antara pasien dan dokter
dianggap sebagai suatu perjanjian yang
dikenal sebagai transaksi terapeutik.
Transaksi terapeutik ini merupakan
bentuk perjanjian yang menciptakan
hubungan hukum dengan hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak, yakni
pasien dan dokter. Menurut perspektif
hukum, objek perjanjian dalam transaksi
terapeutik bukanlah kesembuhan pasien
secara langsung, melainkan pencarian
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upaya yang tepat untuk mencapai
kesembuhan pasien.?

Perjanjian  terapeutik  dan
mengaitkannya dengan ketentuan umum
dari hukum perikatan yang diatur dalam
Buku III KUH Perdata. Dalam konteks
perjanjian terapeutik, terdapat pihak-
pihak yang terikat, yaitu rumah
sakit/dokter sebagai pemberi atau
pelaksana pelayanan medis, dan pasien
sebagai penerima pelayanan medis. Ada
kekhususan dalam transaksi terapeutik
terkait ikrar atau cara mengadakan
perjanjian. Selain itu, disebutkan bahwa
kedatangan pasien ke tempat praktik
atau rumah sakit tempat dokter bekerja
dengan tujuan berobat dianggap sebagai
tindakan yang sudah menciptakan
perjanjian terapeutik.3

Dalam  konteks  perjanjian
terapeutik, terjadinya hubungan hukum
disebabkan oleh adanya perjanjian dan

berdasarkan undang-undang. Seperti
yang dijelaskan oleh ]. Guwandi,
hubungan hukum muncul karena

perjanjian tersebut dilakukan secara
eksplisit dan jelas, baik dalam bentuk
tertulis maupun lisan (kontrak yang
dinyatakan). Sementara itu, hubungan
hukum vyang timbul berdasarkan
undang-undang adalah ketika suatu
perjanjian atau  kontrak  dapat
disimpulkan dari tindakan-tindakan
para pihak. Hubungan ini tidak muncul
karena persetujuan langsung, melainkan
dianggap ada oleh hukum berdasarkan
akal sehat dan keadilan. Sebagai contoh,
ketika seorang pasien datang ke rumah

sakit, dokter yang merawatnya
melakukan pemeriksaan dan
memberikan pengobatan yang

diperlukan, maka hubungan kontrak

2 J. Guwandi, 2009, Dugaan Malpraktek
Medik dan Draft RPP: Perjanjian Terapeutik Antara
Dokter dan Pasien cetakan ke-2, Jakarta: Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, him. 86-87.

3 ). Guwandi, 1996, Dokter, Pasien, dan
Hukum, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, him.20.
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antara pasien dan dokter dianggap
tersirat (kontrak yang tersirat).
Hubungan hukum ini
bergantung pada kepercayaan pasien
terhadap dokter, yang menyebabkan

pasien bersedia memberikan
persetujuan (informed consent).
Informed consent merujuk pada

persetujuan pasien untuk menerima
upaya medis yang akan dilakukan

terhadapnya. Pasien melakukan
persetujuan ini setelah menerima
informasi  dari dokter mengenai

prosedur medis yang akan dilakukan,
termasuk penjelasan mengenai semua
risiko yang mungkin terjadi.

2. Tinjauan Umum Hukum
Terhadap Hubungan Pasien
Dengan Rumah Sakit

Hubungan hukum tidak hanya
terjalin antara pasien yang menjalani
pemeriksaan, pengobatan, atau rawat
inap dengan dokter di rumah sakit, tetapi
juga dengan rumah sakit itu sendiri. Oleh
karena itu, pasien yang menerima
pengobatan di rumah sakit membentuk
hubungan hukum dengan dokter dan
lembaga kesehatan tersebut.

Apabila pasien dan keluarganya
menyetujui  saran  dokter  untuk
menjalani perawatan di rumah sakit dan
rumah sakit bersedia menyediakan
layanan kesehatan yang diperlukan,
maka hak dan kewajiban pasien, dokter,
dan rumah sakit muncul sejak pasien

memasuki fasilitas tersebut untuk
menerima pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, jika melihat

hubungan hukum yang terbentuk antara
pasien dan rumabh sakit, dapat dibedakan
menjadi dua jenis perjanjian, yaitu:#4

4 Asram A.T. Jadda, Perlindungan Hukum
Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan
Kesehatan, Jurnal Madani Legal Review, Volume 1,
Nomor 1, (Juni 2017), him. 9.
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a. Perjanjian perawatan
mengimplikasikan  adanya
kesepakatan antara rumah
sakit dan pasien, di mana
rumah sakit menyediakan
kamar perawatan, dan tenaga
perawatan menjalankan
tindakan perawatan.

b. Perjanjian pelayanan medis
mencakup kesepakatan
antara rumah sakit dan
pasien bahwa tenaga medis di
rumah sakit akan berusaha
sebaik  mungkin untuk
menyembuhkan pasien
melalui tindakan medis.

Pernyataan Amir Ilyas mengenai
hubungan hukum antara rumah sakit
dan pasien sejalan dengan pernyataan
Asram. Keduanya menyatakan bahwa
hubungan antara rumah sakit dan pasien
dapat dianggap sebagai  bentuk
hubungan antara penyelenggara
kesehatan, yaitu rumah sakit, dan pasien
sebagai penerima atau pengguna layanan
kesehatan yang diberikan oleh rumah
sakit.>

Dari kalimat di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam konteks
praktik pelayanan kesehatan di rumah
sakit, "perjanjian terapeutik” melibatkan
lebih dari sekadar hubungan antara
pasien dan dokter. Rumah sakit, sebagai
penyedia pelayanan kesehatan, juga
menjadi pihak terlibat dalam perjanjian
terapeutik ini. Dengan demikian, pihak-
pihak yang terlibat dalam perjanjian
terapeutik mencakup pasien, dokter, dan
rumah sakit sebagai entitas penyedia
layanan kesehatan.

Pertanggungjawaban Secara
Perdata Oleh Pihak Dokter Dan
Rumah Sakit Kepada Pasien Menurut
UU KUHPerdata Dan Undang-Undang
Lainnya

> Ibid, hal. 33
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Saat ini di Indonesia, secara
yuridis, tanggung jawab di dalam rumah
sakit dapat dikelompokkan sebagai
berikut: 1) Manajemen rumabh sakit, yang
merupakan organisasi dengan
kepemilikan badan hukum dan diwakili
pertama kali oleh kepala rumah
sakit/Direktur/CEO. 2) Dokter yang
bekerja di rumah sakit. 3) Perawat. 4)
Tenaga kesehatan lainnya dan tenaga
administrasi.

Pasal 1365 KUHPerdata
menyatakan bahwa perbuatan
melanggar hukum merujuk kepada

tindakan yang bertentangan dengan
hukum, dilakukan oleh seseorang yang,
karena kelalaiannya, menyebabkan
kerugian bagi pihak lain. Dalam ranah
ilmu hukum, terdapat tiga kategori
perbuatan melanggar hukum, yaitu
sebagai beriku:
a. Tindakan yang melanggar
hukum dengan sengaja.
b. Tindakan yang melanggar
hukum tanpa kesalahan
(tanpa unsur Kkesengajaan
maupun kelalaian).
c. Tindakan yang melanggar
hukum karena kelalaian

Pasal 58 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
mengatur tanggung jawab hukum dalam
bidang kesehatan. Ayat 1 menyebutkan
bahwa setiap individu berhak menuntut
ganti rugi terhadap orang, tenaga
kesehatan, atau penyelenggara
kesehatan yang bertanggung jawab atas
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian
dalam pelayanan kesehatan yang
diterima. Ayat 2 mengecualikan tenaga
kesehatan yang melakukan tindakan
penyelamatan nyawa atau pencegahan
kecacatan dalam keadaan darurat dari
tuntutan ganti rugi. Ayat 3 menjelaskan
tata cara pengajuan tuntutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 46 Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

menetapkan pertanggungjawaban
hukum rumah sakit. Pasal tersebut
menyatakan bahwa rumah  sakit
memiliki tanggung jawab  hukum

terhadap segala kerugian yang timbul
akibat kelalaian yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan di dalam rumah sakit.
Selain itu, Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan juga mengatur bahwa setiap
penerima pelayanan kesehatan yang
mengalami kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian tenaga kesehatan berhak
meminta ganti rugi sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan..

Dan dengan demikian, rumah
sakit juga dapat bertanggung jawab
secara hukum atas tindakan medis
dokter yang melanggar atau merugikan
pasien. Dokter diharapkan berusaha
seoptimal mungkin untuk membantu
pasien dan menjalankan tugas sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk Pasal 44 UU Praktik
Kedokteran yang menyebutkan bahwa:

a. Dokter atau dokter gigi yang

menjalankan praktik
kedokteran harus mematuhi
standar pelayanan
kedokteran atau kedokteran
gigi.

b. Standar pelayanan
sebagaimana dijelaskan

dalam ayat (1) dibedakan
berdasarkan jenis dan strata
sarana pelayanan kesehatan.

c. Penetapan standar pelayanan
untuk dokter atau dokter gigi,
sebagaimana disebutkan
dalam ayat (1) dan ayat (2),
diatur melalui Peraturan
Menteri.

Tanggung jawab hukum perdata
dalam kasus perbuatan melawan hukum
terkait dengan keberadaan hubungan
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hukum, hak, dan kewajiban yang berasal
dari norma hukum. Dalam konteks ini,
kewajiban hukum dokter dalam ranah
hukum perdata dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Menyimpang dari prestasi
yang seharusnya (Pasal 1239
KUHPerdata)
b. Melakukan tindakan yang
bertentangan dengan hukum
(Pasal 1365 KUHPerdata)
c. Menyebabkan kerugian
karena kelalaian (Pasal 1366

KUHPerdata)
d. Bertindak sebagai
penanggung jawab dalam

pekerjaan (Pasal 1367 ayat
(3) KUHPerdata)

Dalam konteks tanggung jawab
rumah sakit, prinsipnya adalah rumah
sakit bertanggung jawab secara perdata
terhadap  seluruh  kegiatan yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Dengan kata lain, rumah sakit tunduk
pada asas vicarious liability sebagaimana
diatur dalam Pasal 1367 ayat (3)
KUHPerdata, yang menyatakan,
"Majikan-majikan dan mereka yang
mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan mereka adalah
bertanggung jawab terhadap kerugian
yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan
atau bawahan-bawahan mereka dalam
melakukan pekerjaan untuk mana orang-
orang ini dipakainya." Selain itu, rumah
sakit juga memiliki tanggung jawab atas
wanprestasi dan perbuatan melawan
hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal
1243, Pasal 1365, Pasal 1370, dan Pasal
1371 KUHPerdata.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan hal-hal berikut: 1) Setiap
individu berhak mengejar ganti rugi dari
seseorang, tenaga kesehatan, atau
penyelenggara kesehatan yang
menyebabkan kerugian sebagai hasil
dari kesalahan atau kelalaian, serta
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pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2) Klaim ganti rugi seperti yang
disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku
untuk tenaga kesehatan yang melakukan
tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kecacatan dalam situasi
darurat. 3) Prosedur untuk mengajukan
klaim sebagaimana disebutkan dalam
ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 46 dari Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 mengenai Rumah
Sakit menegaskan bahwa rumah sakit
memiliki tanggung jawab hukum penuh
terhadap segala kerugian yang timbul
akibat kelalaian yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan di dalamnya. Sebagai
badan hukum, status Rumah Sakit
sebagai "persoon” memberikan
kedudukan hukum yang menyebabkan
Rumah Sakit menjadi "rechtspersoon”.
Oleh karena itu, Rumah Sakit juga
menanggung hak dan kewajiban sesuai
dengan peraturan hukum terkait atas
segala tindakannya.

Analisis Putusan Hakim Atas
Sanksi Perdata Kepada Dokter Dan
Pihak Rumah Sakit (Putusan Nomor:
33/Pdt.G/2015/Pt.Medan)

Analisisis terhadap putusan
nomor: 33/Pdt.G/2015/PT. Mdn terkait
sanksi perdata kepada dokter dan pihak

rumah sakit atas kelalaian dan
kecerobohan dalam memberikan
pelayanan medis mengakibatkan

malapraktik dan menimbulkan kerugian
dua belah pihak.

Atas Korban dengan Bernama
Riski Gintig seorang balita yang berumur
3 bulan yang merupakan anak dari
pengggat yang lahir di RSU Kabanjahe
tanggal 28 juli 2011 pada awal
kejadiannya orang tua korban membawa
korban ke IGD bertemu dengan dr. Sri
Alemina Br Ginting Sp.A ( Tergugat I) di
RSU Kabanjahe dengan keluhan korban
panas hingga suhu tubuh yang tinggi dan
mengalami bercak putih pada mulutnya
yang mengakibatkan susah makan.
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Kemudian dokter tersebut memberikan
oxygen yang dipasangkan melalui selang
oxygen ke hidung korban dan kemudian
melalui rujukan tersebut dokter tersebut
tidak bisa menangani korban dan harus
dibawa ke RSU Serasi di tempat teman
dokter tersebut berada agar segera
ditangani, setibanya di rumah sakit
korban di pasang infus dan NGT dan
pernyataan yang diberikan oleh dokter
tersebut menyatakan bahwa anak
tersebut mengalami gizi buruk dan
menyuruh orang tua korban agar
membelli obat-obatan sesuai dengan
resep yang telah ditulis oleh dokter yang
berstatus tergugat.

Korban tersebut diharuskan
untuk  dilakukan pemeriksaan di
laboratorium dari hasil pemeriksaan
tergugat | bahwasanya korban harus
transfuse darah PRC akan tetapi tergugat
[ tidak ada menerangkan tentang
prosedur dan penjelasan mengenai
transfuse tersebut kepada penggugat,
oleh karena itu apa yang telah dilakukan
oleh tergugat sudah bertentangan
dengan PP. No 32 tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan pasal 22 ayat 1 c “
memberikan informasi yang berkaitan
dengan kondisi dan tindakkan yang akan
dilakukan” , Pemenkes No. 585/89 Pasal
5 ayat 1 “ informasi yang diberikan
mencakup keuntungan dan kerugian
tindakkan medis yang akan dilakukan,
baik diagnostik maupun tarapeutik” dan
UU No 44 Tahun 2009, dan akibat yang
telah diperbuat oleh tergugat I korban
meninggal dunia.

Dengan  terkait penjelasan
berdasarkan pertimbangan pasal-pasal
yang diambil dari undang-undang
tersebut maka pihak rumah sakit dengan
jelas bisa dinyatakan bersalah atas
tindakkan yang dilakukan kepada pasien
tanpa melakukan pemberitahuan dan
konfirmasi terkait tindakkan yang akan
dilakukan terhadap pasien yang
memungkinkan akan terjadinya hal yang
tidak diinginkan atau dampak yang tidak
diinginkan kepada pasien. Maka hakim
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seharusnya mempertimbangkan hail
putusan berdasarkan pasal 46 Undang-
undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 46
yang menuliskan secara jelas rumah
sakit berhak bertanggung jawab secara
hukum terhadap semua tindakkan dan
semua kerugian yang ditimbulkan atas
kelalaian yang dilakukan oleh pihak

tenaga Kkesehatan di rumah sakit
tersebut.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian
terkait analisa hukum kesehatan

terhadap tanggungjawab perdata dalam
perlindungan pasien terhadap diagnosis
dokter mengakibatkan meninggal dunia
di rumah sakit (studi kasus putusan
Nomor: 33/Pdt.G/2015/PT. Mdn) dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan demikian maka
segala tindakkan yang dilakukan dr. Sri
Alemina Br Ginting Sp.A terhadap pasien
dengan melakukan tindakkan tanpa
menjelaskan terkait prosedur tindakkan
terhadap pasien yang meyebabkan
pasien meninggal dunia maka dengan hal
demikian maka melanggar dan udah
bertentangan dengan PP. No 32 tahun
1996 Tentang Tenaga Kesehatan pasal
22 ayat 1 c, Pemenkes No. 585/89 Pasal
5 ayat 1 dan UU No 44 Tahun 2009, dan
akibat yang telah diperbuat oleh tergugat
[ korban meninggal dunia.

2. Pertanggungjawaban
rumah sakit Kabanjahe terhdapan
tindakan medis dr. Sri Alemina Br
Ginting Sp.A yang merugikan pasien
dalam kaitannya dengan
pertanggungjawaban  rumah  sakit
apabila terjadi tindakan medis yang
merugikan pasien baik itu secara fisik
maupun materi yang dilakukan dr. Sri
Alemina Br Ginting Sp.A maka, pada
prinsipnya penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dalam hal ini rumah sakit
bertanggungjawab terhadap semua
kegiatan pelayanan di rumah sakit baik
itu preventif kuratif maupun reabilitatif
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
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dalam hal ini dokter mitra . Dengan
demikian, berdasarkan pola hubungan
kerja dan pola hubungan terapeutik
dalam pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan di rumah sakit menjadi
tanggung jawab penuh pihak rumah
sakit. Karena dalam Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, menyebutkan bahwa
rumah sakit bertanggung jawab secara
hukum terhadap semua kerugian yang
ditimbulkan atas kelalaian yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan di
rumah sakit baik dokter tetap maupun
dr. Sri Alemina Br Ginting Sp.A. Dalam
pasal 1367 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa seorang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi
juga untuk kerugian yang disebabkan
perbuatan orangorang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh
barang-barang yang berada di bawah
pengawasannya.
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